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ABSTRAK

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul : Kcabsahan Penggunaan Teknologi Kriptografi Pada
Materai Online Untuk Surat-Surat Petjanjian Digital. Dilatarbelakangi olch
perjanjian digital yang merupakan suatu bentuk kemajuan dari hukum perjanjian.
Dalam pembuatannya, surat perjanjian digital juga dilengkapi dengan materai
online atau materai elcktronik. Materai online dibuat dengan teknologi kriptografi
agar dalam pelaksanaan fingsinya, para pihak mendapatkan perlindungan dari
risiko kebocoran data pribadi. Skripsi ini bertujuan untuk mengkaji mengenai
keabsahan dari perjanjian digital yang menggunakan materai secara online dan
akibat hukum penggunaan materai online sccara berulang-ulang terhadap para
pihak. Metode penclitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan
pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konscptual
(conceptual approach), dan pendekatan analitis (analytical approach). Adapun,
hasil penclitian skripsi ini adalah bahwa keabsahan perjanjian digital yang
menggunakan materai online tetap sah dan keabsahannya tidak ditentukan pada
keberadaan materai online, tetapi ditentukan dari pemenuhan syarat sah perjanjian
dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Sementara itu, akibat hukum dari penggunazn
materai online sccara berulang-ulang tethadap para pihak sangat merugikan,
melibatkan tidak hanya para pibak yang membuat perjanjian, tetapi juga
Pemerintah dan Peruri selaku distibutor materai di Indonesia. Sclain itn, juga
berakibat pada pengenaan sanksi pidana, boupa denda atan kunmgan penjara.
Diharapkan kepada para pihak yang dimgikan dalam penggunaan materai online
secara berulang-vlang, baik it pilak yang mme=mbuat perjanjian agar lebih
menambah wawasin (ecknit pozsznescs mall online agar tidak terjadi
kekeliruan dalam penafsirme rmezgeani validits penggunaan materai onfine pada
surat perjenjian digitaf, serta Pomesintch dan Penwri juga diharapkan dapat
membuat pedoman atay aturzn ysag tegas dan jelas agar terciptanya kenyamanan
dalam menggunaksn maferai online, dun juga untuk menelam tindakan melawan
hukum oleh okmzm yang tidak bertanggung jawab.

' Kata Kunci : Materai Online; Perjanjian Digital; Teknologi Keiptografi |

Xii



BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di periode digital masa Kini, pertumbuhan dan kemajuan teknologi
telah merambah ke beraneka macam aspek kehidupan, termasuk dalam
domain sistem penegakan hukum. Dengan munculnya Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang lebih
dikenal dengan sebutan (UU ITE) yang membawa seperangkat aturan hukum
yang bersifat elektronik dan memiliki cakupan yang semakin relavan. Progres
teknologi ini melahirkan sebuah produk seperti, ketersediaan beragam
fasilitas bagi pengguna yang mempermudah berbagai kegiatan, termasuk
membuat perjanjian dalam format digital. Perjanjian digital adalah suatu
bentuk contoh konkret dari perkembangan hukum perjanjian yang
dikemukakan dalam UNCITRAL (Model Law on Electronic Commerce) pada
tahun 1996, yang selanjutnya diperkenalkan sebagai Undang-Undang
Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun dalam penjabarannya,
berkali-kali ditemukan kekeliruan akibat kurangnya penjelasan yang jelas dan
terperinci dari UNCITRAL dan UU ITE mengenai perjanjian digital.*

Dalam Pasal 4 UNCITRAL selaku penggagas Perjanjian digital,

memberikan sebuah informasi yaitu: “as between parties involved in

! Suwarno, Haryanto, “Tinjauan Yuridis Fungsi Bea Materai Dalam Memberikan
Kepastian Hukum Terhadap Surat Perjanjian Jual Beli Online (E-Commerce)”, Jurnal limu
Hukum dan Humaniora, Vol. 8 No. 2, 2021, him.344.



generating, sending, receiving, storing or otherwise processing data
messages, and except as otherwise provided, the provisions of chapter 111 may
be varied by agreement” atau “Antara pihak-pihak yang terlibat dalam
menghasilkan, mengirim, menerima, menyimpan, atau memproses pesan
data, dan kecuali ditentukan lain, ketentuan Bab Il dapat diubah berdasarkan
kesepakatan.” UNCITRAL tidak secara eksplisit menyediakan panduan
mendalam mengenai keabsahan perjanjian dalam bentuk digital karena aspek
perjanjian adalah elemen kunci dalam hukum perjanjian. Namun, perjanjian
digital memiliki kemampuan untuk terus beradaptasi dengan perkembangan
zaman.

Ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata mendefinisikan perjanjian sebagai
"Suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap
satu orang lain atau lebih." Sementara Prof. Subekti mengemukakan,
“Perjanjian adalah suatu peristiwa atau perbuatan hukum di mana seseorang
menyepakatkan atau mengikatkan dirinya kepada orang lain untuk
melaksanakan suatu hal tertentu.” Kedua definisi ini menggambarkan
“Perjanjian merupakan tindakan hukum dimana semua pihak yang terlibat
setuju untuk melaksanakan tindakan tertentu sesuai dengan persetujuan yang
telah mereka buat.” Dalam konteks hukum perdata, perjanjian memiliki peran
penting dalam mengelola interaksi hukum antara para pihak yang ikut serta
dan memastikan pemenuhan kewajiban dan hak masing-masing.? Sedangkan,

menurut AbdulKadir Muhammad, "Suatu perjanjian merupakan kesepakatan

2 Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta : Intermasa, 1990), him.2.



di mana dua orang atau lebih sepakat untuk terikat dalam melakukan suatu
tindakan dalam ranah kekayaan atau harta benda." Dalam pandangan ini,
perjanjian melibatkan kesepakatan di antara pihak-pihak yang terlibat untuk
menjalankan tindakan yang berkaitan dengan aspek keuangan, harta benda,
atau kekayaan. Ini menekankan pentingnya aspek keuangan dalam konteks
perjanjian.®> Berkenaan dengan keabsahan suatu perjanjian, telah dijelaskan
dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), di
mana diuraikan 4 (empat) persyaratan keabsahan kontrak atau perjanjian
sebagai berikut: 1) Kesepakatan antara pihak-pihak yang berkontrak; 2)
Pihak-pihak memiliki kapasitas atau kewenangan hukum; 3) Objek perjanjian
yang terdefinisi dengan jelas; 4) Alasan atau tujuan dari perjanjian yang sah.*

Dalam konteks perjanjian, surat perjanjian digital merupakan
komponen penting, terutama dalam perjanjian yang dijalankan secara digital.
Menurut Pasal 1 angka 17 UU ITE, “Kontrak elektronik didefinisikan sebagai
yang disetujui oleh pihak-pihak yang terlibat dalam dengan menggunakan
format digital.” Sistem yang mengatur, mengumpulkan, dan menyebarkan
informasi melalui media digital dikenal sebagai prosedur elektronik, dan
prosedur ini memegang peran utama dalam pelaksanaan perjanjian digital,
dengan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan nan diatur oleh regulasi
yang berlangsung. Perjanjian harus dijalankan melalui transaksi elektronik

yang sah. Perjanjian digital dapat diterapkan baik dalam ranah hukum publik

3 AbdulKadir Muhammad, Hukum Perikatan, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1990),
him.78.

4 Simanjuntak Ricardo, Teknik Perancangan Kontrak Bisnis (Jakarta : PT. Gramedia,
2018), him.14.



maupun hukum privat, dengan tujuan memberikan kesempatan kepada
individu, pemerintah, dan perusahaan untuk memanfaatkan teknologi ini
dalam proses perjanjian mereka. Dengan demikian, kontrak elektronik atau
surat perjanjian digital menjadi alat penting dalam mendukung proses
perjanjian yang dilakukan secara digital.

Prinsip mendasar dalam pembuatan perjanjian adalah kebebasan, dan
prinsip ini juga berlaku dalam konteks perjanjian digital. Perjanjian digital
secara konsisten berpatokan pada ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1338
KUHPerdata dalam pelaksanaannya. Implementasi perjanjian digital telah
disesuaikan dengan tuntutan masyarakat yang ingin melakukan perjanjian
sambil mengikuti perkembangan teknologi, terutama di Indonesia. Dalam
prakteknya, surat perjanjian yang telah disetujui oleh semua pihak seringkali
memerlukan penggunaan materai sebagai bukti kebenaran, validitas hukum,
dan status hukum dari surat perjanjian tersebut.® Dalam konteks perjanjian
digital, materai online digunakan untuk tujuan yang sama. Materai online
menyandang kedudukan dan peran yang menyerupai materai fisik atau kertas
yang digunakan dalam surat perjanjian konvensional. Ini menunjukkan bahwa
penggunaan materai online dalam perjanjian digital adalah sebuah adaptasi
yang mempertahankan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, sehingga
memungkinkan surat perjanjian digital untuk memiliki keabsahan hukum

yang sama seperti surat perjanjian konvensional.

% Vicka Prama Wulandari, “Kedudukan Hukum Meterai Dalam Perjanjian Perdata Di
Kota Palangka Raya,” Morality: Jurnal Ilmu Hukum 5, No. 1, 2019, hlim.52.



Materai online telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2020 Tentang Bea Materai atau dikenal dengan Undang-Undang Bea Materal,
yang sudah menghadapi sejumlah modifikasi. Di Indonesia, pemberlakuan
sistem bea materai dimulai pada masa penjajahan Hindia Belanda sesuai
dengan Zegelverordening 1921, yang selanjutnya dikenal sebagai Aturan Bea
Materai 1921 (ABM 1921). Salah satu evolusi dalam sistem perpajakan
terjadi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang
Bea Materai, yang menggantikan Aturan Bea Materai 1921. Bea materai
merupakan bentuk pajak yang dikenakan pada berbagai dokumen dan surat-
surat yang memiliki nilai hukum.®

Dalam konteks surat perjanjian digital, pentingnya penerapan sistem
keamanan berubah benar-benar kritis. Hal ini dikarenakan, seiring dengan
kemajuan teknologi khususnya dalam sektor informasi, terdapat dampak
positif, seperti kemudahan dalam pembuatan perjanjian, namun juga terdapat
dampak negatif yang mencakup aktivitas ilegal yang dilakukan oleh individu
yang berupaya meraih keuntungan dengan melanggar hukum atau melakukan
sikap melawan regulasi yang ada. Oleh karena itu, peran teknologi informasi
memiliki dampak yang sangat signifikan, dan jika tidak diatur dengan hati-
hati, dapat mengakibatkan gangguan serius.” Dalam lingkup hukum perdata,
termasuk dalam situasi di mana terjadi pelanggaran kontrak atau perbuatan

yang bertentangan dengan hukum dalam perjanjian digital, ada dua aspek

6 Bustamar Ayza, Hukum Pajak Indonesia, (Jakarta : Penerbit Kencana, 2017), him.
143.

7 John Naisbitt, Global Paradox, (New York : William Morrow and Company,
1994), him.53.



penting yang diatur secara khusus dalam UU ITE, yaitu aspek perbuatan
hukum materiil dan aspek perbuatan hukum formil. UU ITE memiliki peran
sentral dalam mengatur isu-isu ini dan menyediakan kerangka hukum yang
diperlukan untuk mengatasi masalah yang mungkin timbul dalam konteks
perjanjian digital.

Penggunaan teknologi kriptografi dalam materai online untuk surat-
surat perjanjian digital menjadi semakin penting mengingat adanya potensi
perbuatan melawan hukum atas perseorang yang melakukan hal buruk.
Bentuk contoh nyata yang terjadi pada perusahaan penerbit dan distributor
materai online atau materai elektronik seperti Peruri (Perusahaan Umum
Percetakan Uang Republik Indonesia) pada bulan Agustus 2022. Kasus
pemalsuan materai online menjadi perhatian dalam modus tindakan pelaku
yang menawarkan jasa pembelian materai online melalui situs belanja online
dengan permintaan pengiriman dokumen atau surat perjanjian dalam format
Word. Seharusnya, dalam pembelian materai secara online melalui Peruri,
pembeli hanya perlu mengirimkan dokumen atau surat perjanjian dalam
format PDF.

Kasus ini jelas merugikan pembeli, tidak hanya dari segi keuangan
akibat pembelian yang tidak sah, tetapi juga menghadapi risiko kebocoran
data pribadi atau informasi sensitif. Dokumen atau surat perjanjian yang

diberikan oleh pembeli kepada materai online umumnya berisi informasi



berharga dan pribadi yang melibatkan para pihak yang membuat perjanjian.®
Mengingat dokumen atau surat yang ingin pembeli berikan materai online
pastinya merupakan surat berharga atau penting yang berisi informasi pribadi
para pihak pembuat perjanjian. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas,
maka akan dilakukan penelitian dengan judul “Keabsahan Penggunaan
Teknologi Kriptografi Pada Materai Online Untuk Surat-Surat

Perjanjian Digital”.

B. Rumusan Masalah

Berdasar atas latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka Penulis
menguraikan beberapa rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:
1. Bagaimana keabsahan perjanjian digital yang menggunakan materai secara
online?
2. Bagaimana akibat hukum penggunaan materai online secara berulang-

ulang terhadap para pihak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan yang ingin dicapai oleh Penulis adalah:
1. Untuk menganalisis keabsahan perjanjian digital yang menggunakan

materai online.

8 Tim Sekretaris Perusahan Peruri (Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik
Indonesia), Pada tanggal 11 agustus 2022 merilis sebuah berita pada laman website resmi
milik Peruri https://www.peruri.co.id/



https://www.peruri.co.id/

2. Untuk menganalisis akibat hukum dari penggunaan materai online yang

dilakukan secara berulang-ulang terhadap para pihak.

D. Manfaat Penelitian

Berikut beberapa manfaat yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini

adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penulisan skripsi ini diharapkan mampu memberi kontribusi
berharga dalam memperluas bahan kajian akademik, yang pada gilirannya
akan meningkatkan pengetahuan dalam bidang hukum perdata, terutama
dalam konteks hukum perjanjian digital. Penelitian ini berfokus pada
penggunaan teknologi kriptografi pada materai online untuk surat-surat
perjanjian digital, dan diharapkan bahwa skripsi ini akan menjadi sumber
referensi yang berharga bagi Penulis dalam menggali isu-isu terkait. Dengan
penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi dan rekomendasi yang
berguna untuk meningkatkan keamanan, integritas, dan keabsahan perjanjian

digital dalam penggunaan materai online.

2. Manfaat Praktis

Adapun beberapa manfaat praktis yang diperoleh dari penelitian ini

adalah sebagai berikut:



1. Bagi Mahasiswa, diharapkan hasil yang diperoleh dari penelitian
ini mampu menjadi acuan dalam penelitian-penelitian selanjutnya
dalam perkembangan hukum di bidang perjanjian secara digital.

2. Bagi para pihak terkait (stakeholder), hasil dari penelitian ini
diharapkan dapat menjadi pedoman dan sebagai upaya
meningkatkan kesadaran hukum terkhusus bagi para pembuat
perjanjian dalam melakukan usaha-usaha atau tindakan pencegahan
terhadap risiko kebocoran data atau informasi pribadi dalam surat-
surat perjanjian digital.

3. Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana
untuk memberikan masukan dalam melakukan pengawasan dan
perbaikan atas pembentukan peraturan perundang-undangan

terkait.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian berpedoman dengan kerangka kerja yang
menentukan batasan-batasan objek yang diperbolehkan dalam penelitian. Ini
mencakup langkah-langkah seperti mengidentifikasi permasalahan penelitian,
menentukan wilayah atau area yang akan diselidiki, serta mengklasifikasikan
parameter dan batasan yang mengatur penelitian tersebut. Dengan ruang
lingkup yang jelas, penelitian dapat difokuskan pada topik tertentu dan

memungkinkan peneliti untuk mengarahkan upaya mereka dengan lebih
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tepat.® Penelitian ini menggunakan ruang lingkup untuk menciptakan
konsistensi dalam pembahasan seputar rumusan masalah. Dalam konteks ini,
ruang lingkup digunakan untuk membatasi aspek-aspek khusus yang hendak
digali. Ruang lingkup penelitian ini akan difokuskan pada pembuktian
tentang keabsahan penggunaan materai online dalam surat-surat perjanjian
digital, serta akibat hukum yang disebabkan oleh penggunaan materai online
secara berulang-ulang terhadap para pihak. Dengan demikian, ruang lingkup
penelitian ini akan berpusat pada topik-topik tersebut untuk memberikan

pemahaman yang mendalam dalam hal tersebut.

F. Kerangka Teori

Landasan teori merupakan elemen penting dalam penelitian karena
memberikan dasar yang kuat untuk menjelaskan dan mengatasi masalah yang
dirumuskan dalam penelitian. Sesuai dengan pendapat Cooper dan Schindler,
landasan teori adalah suatu konsep yang disusun dengan cara sistematis
sehingga dapat digunakan untuk memecahkan atau menjelaskan
permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah penelitian. Dengan kata
lain, landasan teori membantu peneliti dalam memahami konteks masalah dan
memberikan kerangka kerja untuk menganalisis data serta menjawab
pertanyaan penelitian.!® Landasan teori dalam penelitian memiliki tujuan

utama untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diangkat

® Riduwan, Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru-Karyawan Dan Peneliti Pemula,
(Bandung : Alfabeta, 2011), him.54.

10 Cooper, Donald R, Pemela S. Schindler, Business Research Methods,
International edition, (New York, McGraw-Hill Companies, 2003), him.23.
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dalam penelitian tersebut. Penulis penelitian mencantumkan beberapa teori
yang dianggap relevan dan dapat membantu menjawab isu-isu yang dibahas
dalam penelitian. Adapun teori yang akan digunakan dalam penelitian ini

adalah :
1. Teori Perjanjian

“Perjanjian adalah suatu kejadian di mana seseorang atau dua individu
saling berkomitmen untuk melakukan tindakan tertentu”, sebagaimana
dijelaskan dalam (Pasal 1313 KUHPerdata). Salim HS menggambarkan
perjanjian sebagai “Hubungan hukum yang melibatkan lebih dari satu pihak
dalam konteks kekayaan atau harta benda, di mana salah satu pihak memiliki
kewajiban untuk memenuhi komitmennya sesuai dengan kesepakatan yang
telah dibuat.”** Sebuah perjanjian dianggap sah apabila melengkapi
persyaratan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang, sehingga perjanjian
tersebut memiliki implikasi hukum. Persyaratan absahnya kesepakatan
ditentukan dari Pasal 1320 KUHPerdata. Jika kesepakatan memenuhi
keseluruhan syarat yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata, kelak
dianggap sah dan menghasilkan akibat hukum nan membelenggu para pihak

yang melibatkan diri dalam kesepakatan.

Dalam konteks hukum perjanjian, terdapat dua Klasifikasi umum,
yaitu perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama. Perjanjian bernama

mengacu pada perjanjian yang diatur oleh KUHPerdata dan mencakup Pasal-

11 Salim HS, Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta : Sinar
Grafika, 2010), him.27.
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Pasal dari Bab V hingga Bab XVIII dalam kitab hukum tersebut. Sebaliknya,
perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur oleh
KUHPerdata dan sering kali disebut sebagai perjanjian khusus. Jenis-jenis
perikatan tertentu diklasifikasikan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1234
KUHPerdata.!? Sementara itu, untuk merumuskan syarat dalam perjanjian,
perlu memperhatikan unsur-unsur yang dapat digunakan sebagai acuan.

Adapun beberapa unsur-unsur dalam perjanjian sebagai berikut:*3

1. Unsur-unsur Esensialia merujuk pada elemen-elemen nan mesti
komponen inti dalam suatu perjanjian. Prinsip keberadaan unsur-
unsur esensialia ini memiliki signifikansi besar, karena tanpa
elemen-elemen inti tersebut, suatu perjanjian tidak akan dianggap
sah dan tidak akan menimbulkan kewajiban atas norma nan
membelit orang-orang yang terjerumus dalam kesepakatan itu..

2. Unsur Naturalia, merujuk pada ketentuan-ketentuan yang bersifat
umum dan tidak diwajibkan. Ini berarti bahwa meskipun unsur-
unsur ini tidak dijelaskan secara khusus dalam suatu perjanjian,
perjanjian tersebut tetap dianggap valid serta tidak mengikat.
Dengan kata lain, unsur-unsur naturalia tidak harus secara eksplisit
tercantum dalam perjanjian untuk menjadikannya sah.

3. Unsur Aksidentalia, merujuk pada elemen-elemen khusus yang

dinyatakan dalam perjanjian dan mendapat persetujuan dari semua

2 Frans Satriyo Wicaksono, Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak,
(Jakarta : Visimedia, 2008), him.48.

13 Kartini Muljadi, Gunawan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, (Jakarta : Raja
Grafindo Persada, 2002), him.2.
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pihak yang terlibat. Aksidentalia berarti bahwa keberadaan atau
ketiadaan unsur-unsur ini dapat bervariasi dalam suatu perjanjian,
tergantung pada keinginan dan kesepakatan para pihak yang
terlibat. Dengan kata lain, kehadiran atau ketiadaan unsur-unsur
aksidentalia bertopang pada urgen mencantumkannya dalam
perjanjian atau tidak sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan

mereka.
2. Teori Pembuktian

Pembuktian hukum merujuk pada aspek-aspek yang terkait dengan
menegaskan keabsahan atau keaslian suatu peristiwa atau pernyataan yang
diajukan dalam konteks persidangan. Ini melibatkan seluruh proses penyajian
dan verifikasi informasi atau bukti-bukti yang digunakan untuk membuktikan
atau membantah klaim atau tudingan dalam suatu kasus hukum. Pembuktian
hukum mencakup beragam aturan dan prosedur, tindakan yang dirancang
secara khusus, dan penggunaan alat bukti otentik guna mengakomodasi
pengadilan taatkala membuat vonis yang berdasarkan pada bukti-bukti yang
kuat dan merujuk pada prinsip keadilan. Semua tahap ini biasanya diinisiasi
dan dijalankan oleh salah satu pihak dalam kasus hukum untuk memperkuat
argumen mereka.4

Menurut R. Subekti, “Pembuktian adalah usaha untuk membuktikan

kepada hakim kebenaran suatu dalil atau argumen dalam proses persidangan.

14 Munir Fuady, Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata), (Bandung :
Penerbit PT Citra aditya bakti, 2006), him.2.
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Dalam konteks ini, pihak-pihak yang terlibat dalam konferensi berupaya
memberikan bukti-bukti untuk mendukung klaim atau argumen yang mereka
ajukan kepada hakim.”*® Sementara itu, Pasal 1865 KUHPerdata menyatakan
bahwa “Setiap individu yang mengklaim memiliki hak atau berusaha untuk
memenuhi haknya sendiri atau hak orang lain, dan bersamanya dengan suatu
peristiwa, wajib memberikan bukti yang mendukung klaim tersebut.” Ini
berarti bahwa individu yang mengajukan klaim harus membuktikan
keberadaan hak atau peristiwa yang mereka klaim dalam konferensi. Kedua
definisi ini menggarisbawahi pentingnya pembuktian dalam hukum, yaitu
upaya untuk memvalidasi atau menyanggah argumen dan klaim dalam proses
peradilan melalui penggunaan bukti-bukti yang relevan dan sah.®

Dalam hukum acara perdata, pembuktian adalah langkah untuk
memperoleh kebenaran formal yang bergantung pada prosedur-prosedur
hukum atau tahapan-tahapan yang mengakibatkan suatu akta atau surat
perjanjian menyandang resistensi hukum pembuktian yang menuntut dan
tidak dapat dipertanyakan. Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan teori
pembuktian dengan tujuan untuk mendalami tingkat kepercayaan yang
diberikan kepada materai online yang digunakan dalam surat-surat perjanjian
digital. Oleh karena itu, dengan memanfaatkan teori pembuktian, penelitian
ini ditujukan untuk membawa kontribusi penting dalam pemahaman tentang
legalitas dan kekuatan hukum materai online dalam konteks perjanjian digital.

Dengan cara ini, penelitian akan membantu menjelaskan sejauh mana materai

15 Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga,
(Jakarta: Balai Pustaka. 2017), him.172.
16 R, Subekti. Hukum Pembuktian, (Jakarta : Pradya Paramitha, 2012), him.5.
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online dapat diandalkan dan diakui secara sah dalam proses pembuktian

hukum.
3. Teori Keabsahan

Istilah "keabsahan" berasal dari bahasa Belanda "rechtmatig,” yang
secara literal berarti "berdasarkan atas hukum." Pada terma Inggris, "legality"
mengacu pada "lawfulness” nan bermakna kesesuaian terhadap konstitusi.
Konsep keabsahan berasal dari gagasan negara hukum (rechtsstaat),
keputusan pemerintah wajib didasarkan pada regulasi yang berlaku
"rechtmatig van het bestuur,” yang mengaplikasikan asas legalitas pada segala
tingkah laku penguasa. Rancangan ini muncul untuk mengurangi kewenangan
mutlak selaku pemangku otoritas (princep legibus solutus est). Oleh karena
itu, regulasi dianggap laksana pembatasan terhadap dominasi penguasa. Jika
perbuatan pemerintah tidak berlandaskan pada konstitusi atau melanggar
determinasi nan dipertahankan oleh konstitusi, maka aktivitas tersebut
dianggap cacat hukum (onrechtmatig) atau tidak sah. Dengan demikian,
prinsip keabsahan atau legalitas ini erat kaitannya dengan maksud meliputi
hak-hak masyarakat dari atas tingkah penguasa yang sembrono atau
melanggar hukum.!” Istilah “keabsahan” dalam bahasa Indonesia memang
merujuk pada karakteristik atau sifat yang membuat sesuatu menjadi sah, sah,

atau benar dalam konteks hukum atau aspek lainnya. Jadi, "keabsahan"

17 Sofyan Hadi, Tomy Michael, Prinsip Keabsahan (rechmatigheid) Dalam
Penetapan Keputusan Tata Usaha Negara, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945
Surabaya, Vol. 5 No. 2, 2017, him.3-4.
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adalah atribut yang menunjukkan bahwa sesuatu telah memenuhi persyaratan

yang ditetapkan dan diakui sebagai sah atau benar.8

G. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu kerangka kerja atau konsep yang
digunakan dalam penelitian untuk menjelaskan topik atau fenomena yang
diteliti secara komprehensif dan mendetail. Ini berfungsi sebagai dasar
penelitian, seringkali menjadi bagian awal dari tinjauan pustaka, dan
membantu mengaitkan berbagai variabel yang relevan dalam penelitian,
termasuk variabel terikat dan variabel bebas. Kerangka konseptual membantu
peneliti dalam perencanaan dan desain penelitian, serta mengerti keterkaitan
antara variabel-variabel yang ikut serta pada penelitian tersebut. Dengan
demikian, kerangka konseptual membantu mengorganisir dan mengarahkan
penelitian dengan memberikan pandangan yang lebih terstruktur terhadap
topik yang diteliti.’® Adapun konsep yang akan digunakan dalam penelitian
ini adalah :

1. Konsep Perjanjian Digital

Dalam konteks perjanjian, terdapat yang dikenal sebagai perjanjian
digital atau perjanjian elektronik. Perjanjian semacam ini dibentuk dengan

menggunakan media atau perangkat elektronik agar para pihak yang terlibat

18 Kamus Besar Bahasa Indonesia
19 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung :
Alfabeta CV, 2017), him.65.
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dalam perjanjian bisa berinteraksi secara daring atau melalui jaringan
internet. Kemajuan teknologi dan penggunaan internet sebagai wadah untuk
menyelenggarakan perjanjian memungkinkan proses ini menjadi lebih efisien
dan dapat mengurangi biaya yang terkait. Dengan memanfaatkan teknologi
ini, para pihak dapat melaksanakan perjanjian dalam bentuk digital, meskipun

terhalang faktor geologis dan perbedaan waktu.?

Peningkatan yang berkelanjutan dalam bidang hukum, terutama dalam
hukum perjanjian, yang telah memperkenalkan seperangkat peraturan
elektronik untuk memudahkan penerapannya bagi siapa pun. Perjanjian
digital menjadi contoh nyata dari kemajuan teknologi di dunia maya. Aturan
terkait perjanjian digital dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2016 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik, yang lebih dikenal sebagai UU ITE.
Menurut Pasal 1 angka 10 UU ITE, "Transaksi elektronik adalah tindakan
hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer atau ponsel pintar
dan melibatkan jaringan internet." Arsyad Sanusi berpendapat bahwa
"Perjanjian digital memberikan tawaran yang mudah dan praktis bagi pihak-
pihak yang terlibat, seperti penjual dan pembeli, serta memungkinkan
pertemuan banyak orang dalam satu forum tanpa terkendala oleh lokasi

geografis masing-masing."?!

20 Mudasir, Pembelajaran Berbasis Multimedia, (Jakarta : Kreasi Edukasi, 2016),
him.79.

2L M. Arsyad Sanusi, “Transaksi Bisnis Dalam Electronic Commerce (E-
Commerce): Studi Tentang Permasalahan Hukum dan Solusinya”, Jurnal Hukum, Vol. 8 No.
16, 2001, him.12.
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Di sisi lain, Edmon Makarim membahas perjanjian digital dengan
mengacu pada ide kontrak online. Dalam pandangannya, "Kontrak online
didefinisikan sebagai hubungan hukum yang dijalankan secara elektronik,
mengintegrasikan jaringan sistem informasi berbasis komputer dengan sistem
komunikasi, dan kemudian disalurkan melalui media jaringan internet
global."?? Berdasarkan penjelasan tentang perjanjian digital, dapat diambil
kesimpulan bahwa perjanjian digital adalah suatu kesepakatan yang
melibatkan beberapa pihak untuk mencapai persetujuan, dengan
memanfaatkan teknologi, baik melalui platform daring maupun secara

elektronik.

2. Konsep Materai Online

Penggunaan materai dalam perjanjian digital memiliki implikasi
penting terutama dalam konteks kewajiban pembayaran pajak dalam transaksi
yang dilakukan secara digital. Dengan menerapkan materai dalam transaksi
digital, pemerintah dapat mengumpulkan pajak yang sesuai dengan hukum
yang berlaku, sehingga mendukung pendapatan negara dan pembiayaan
layanan publik. Dalam konteks ini, penggunaan materai dalam perjanjian
digital dapat menjadi salah satu objek pajak yang terkait dengan transaksi

digital. Dengan demikian, penggunaan materai menjadi penting dalam upaya

22 Santoso, Agus, and Dyah Pratiwi. “Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem
Elektronik Perbankan Dalam Kegiatan Transaksi Elektronik Pasca Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.” Jurnal Legislasi Indonesia,
Vol. 5 No. 4, him.80.
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memastikan bahwa pajak yang sesuai dengan hukum dibayarkan dalam
transaksi digital 3

Materai online adalah bentuk materai yang dibuat secara elektronik
dan digunakan untuk membayar pajak yang terkait dengan suatu dokumen.

Materai online digunakan dalam konteks dokumen atau surat elektronik yang

dikenai bea materai, dan proses pengenaan atau penggunaannya dilakukan

secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi pengamanan dan enkripsi
data. Pasal 1 angka 4 dalam Undang-Undang Bea Materai, menjelaskan
bahwa “Materai adalah suatu label yang dapat berbentuk tempel, elektronik,
atau bentuk lainnya yang digunakan untuk membayar pajak yang terkait
dengan suatu dokumen.” Materai ini memiliki unsur pengamanan atau
keamanan, dan diadakan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Materai online
adalah salah satu bentuk dari materai yang diterapkan dalam bentuk
elektronik. Materai online ini memiliki kedudukan dan fungsi yang sama
dengan materai pada umumnya. Pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai menyebutkan beberapa fungsi

Bea Materai, yaitu:

1) Meningkatkan pembangunan nasional yang merata demi meningkatkan
kesehajahteraan rakyat Indonesia dalam bentuk pengoptimalan
penerimaan pendapatan negara.

2) Pemungutan dalam penggunaan bea materai adalah untuk memberikan

kepastian hukum.

23 Marsono, Bea Meterai di Indonesia, (Yogyakarta : Diandra Kreatif:, 2017),
him.12.
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3) Untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang ingin melaksanakan suatu
perjanjian.

4) Pengenaan bea materai yang dilakukan secara adil.

5) Penyelarasan antara undang-undang mengenai bea materai dengan

peraturan perundang-undangan yang lain.

3. Konsep Kriptografi

Teknologi kriptografi memiliki kedudukan yang krusial sebagaimana
tujuannya untuk melindungi keamanan dan integritas informasi dalam dunia
digital, termasuk dalam konteks perjanjian digital dan transaksi online.
Kriptografi melibatkan penggunaan teknik enkripsi untuk mengamankan data
dan komunikasi di lingkungan digital. Hal ini memungkinkan data yang
ditransmisikan melalui jaringan internet atau disimpan dalam format digital
untuk dienkripsi, membuatnya sulit dijangkau atau dipahami entitas yang
tidak berkepentingan. Dalam konteks perjanjian digital, teknologi kriptografi
dapat digunakan untuk mengamankan isi perjanjian, melindungi tanda tangan
digital, dan memastikan bahwa perjanjian tersebut tidak diubah atau
dimanipulasi selama proses pengiriman atau penyimpanan. Ini memberikan
jaminan bahwa perjanjian digital tetap utuh dan sah., Kriptografi digunakan
untuk melindungi data pribadi dan memastikan bahwa informasi sensitif

tersebut tidak jatuh ke tangan yang salah. Dengan demikian, teknologi
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kriptografi berperan dalam menjaga kepercayaan dan keamanan dalam

lingkungan digital yang semakin penting dalam kehidupan kita saat ini.?*

Teknologi  kriptografi adalah metode enkripsi  klasik  yang
menggunakan alat-alat mekanik sederhana seperti pensil, kertas, atau bahan
lain. Dalam teknologi kriptografi, terdapat dua pengelompokan utama, yaitu
algoritma transposisi (transposition cipher) dan algoritma substitusi
(substitution cipher). Algoritma transposisi melibatkan pengubahan posisi
huruf dalam teks, baik huruf besar maupun kecil. Ini berarti menggeser posisi
huruf-huruf dalam teks untuk menghasilkan hasil yang dienkripsi. Sementara
itu, algoritma substitusi melibatkan penggantian isi huruf dalam pesan dengan
huruf lain dari kelompok huruf yang berbeda. Ini berarti mengganti setiap
huruf dalam teks dengan huruf lain dalam alfabet atau kelompok karakter
yang telah ditentukan. Kedua teknik ini merupakan bagian dari metode
kriptografi klasik yang digunakan dalam berbagai konteks sepanjang sejarah,
meskipun saat ini kriptografi modern telah mengembangkan teknik yang jauh
lebih canggih dan kompleks untuk melindungi informasi digital.?® Pada surat
perjanjian tidak lepas dari yang namanya materai, sama halnya dalam
perjanjian yang dilakukan secara digital juga dilengkapi dengan yang

namanya materai online. Penggunaan teknologi kriptografi pada materai

2 M. Miftakul Amin, "Implementasi Kriptografi Klasik Pada Komunikasi Berbasis
Teks”, Jurnal Pseudocode, Vol.3 No.2, 2016, Palembang : Politeknik Negeri Sriwijaya,
him.129-136.

% Pabokory, F. N., Astuti, I. F., Kridalaksana, A. H, “Implementasi Kriptografi
Pengamanan Data Pada Pesan Teks, Isi File Dokumen, dan File Dokumen Menggunakan
Algoritma Advanced Encryption Standard”, Jurnal llmiah llmu Komputer Mulawarman,
Vol. 10 No. 1, 2015. him.20-24.
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online menjadi sangat penting sebagai tindakan pencegahan atas potensi

tindak kejahatan dari oknum yang tidak bertanggung jawab.

H. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Pada penulisan skripsi ini, Penulis mengaplikasikan metode penelitian
yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah jenis penelitian
yang melakukan pendekatan dengan tujuan menemukan atau mengidentifikasi
prinsip-prinsip, aturan-aturan hukum, doktrin, atau ajaran-ajaran yang dapat
memberikan jawaban dan solusi terhadap masalah-masalah hukum yang
ditemui dalam konteks penelitian. Dalam karya "Penelitian Hukum," Peter
Mahmud Marzuki menjelaskan metode penelitian yuridis normatif “Jenis
penelitian yang fokus pada analisis norma-norma hukum dan pemahaman
terhadap prinsip-prinsip  hukum yang relevan untuk memecahkan

permasalahan hukum yang tengah diteliti.”28
2. Bahan Penelitian Hukum

Adapun bahan penelitian hukum yang gunakan untuk memudahkan

dalam proses penulisan penelitian ini, yaitu :

1. Bahan hukum primer melibatkan penelaahan terhadap peraturan-

peraturan yang terkait dengan perjanjian digital dan penggunaan

% peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum, (Jakarta : Prenada media group,
2007), him.136.
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materai secara daring. Adapun bahan hukum primer yang

digunakan adalah:

a.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblad Tahun
1847 Nomor 23)

UNICITRAL (United Nations Commission International
Trade Law) atau Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa
Tentang Hukum Perdagangan Internasional

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea
Materai yang mencabut ketentuan pada Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1983 Tentang Bea Materai (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 240,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6571)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang
Penyelenggaraan  Sistem dan  Transaksi  Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5348)
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f. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang
Penyelenggaraan  Sistem dan  Transaksi  Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6400)

2. Bahan hukum sekunder, yaitu melakukan pengkajian dengan
menggunakan buku-buku mengenai perjanjian digital, materai
online, dan teknologi kriptografi.

3. Bahan hukum tersier, yaitu melakukan pengkajian dengan

menggunakan jurnal, majalah, dan lain-lainnya sebagai acuan.

3. Metode Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Undang-Undang (Statute approach) adalah metode yang
digunakan untuk mengevaluasi suatu Undang-Undang yang terkait dengan
topik yang akan diselidiki oleh penulis. Dalam konteks penelitian ini,
fokusnya adalah pada pembuktian keabsahan penggunaan materai secara
online. dalam surat-surat perjanjian digital dan akibat hukum penggunaan
materai online secara berulang-ulang terhadap para pihak.

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual approach) merujuk pada suatu
metode yang memanfaatkan konsep-konsep praktis yang memiliki
relevansi dengan judul penelitian yang Penulis tulis. Pendekatan ini

bertujuan untuk melahirkan penjelasan yang menyeluruh terhadap materi
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penelitian dan memfasilitasi pengembangan konsep-konsep baru yang
sesuai dengan fokus penelitian.?’

c. Pendekatan analitis (Analytical approach) merupakan metode dalam
penelitian yuridis normatif di mana Penulis melakukan analisis terhadap
kasus nyata yang terkait dengan topik penelitian. Tujuan penggunaan
pendekatan kasus ini biasanya adalah untuk menemukan solusi atau
jawaban terhadap permasalahan hukum yang muncul dalam konteks kasus
tersebut.?® Dalam penelitian ini, Penulis melakukan analisis atas sebuah
kasus mengenai penggunaan materai online secara berulang-ulang pada

surat perjanjian digital.
4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian yang Penulis terapkan adalah penelitian preskriptif. Jenis
penelitian preskriptif dilakukan dengan maksud untuk menemukan solusi.
atau memberikan rekomendasi terhadap suatu situasi atau permasalahan
tertentu. Tujuan utama dari penelitian preskriptif adalah memberikan panduan
atau saran tentang tindakan yang sebaiknya diambil untuk mengatasi
permasalahan tersebut. Dalam penelitian preskriptif, peneliti biasanya
melakukan analisis mendalam terhadap permasalahan yang ada,
mengumpulkan data yang relevan, dan mengembangkan rekomendasi

berdasarkan temuan-temuan tersebut.?

27 1bid. him.94.

% Moleong, Lexy.G, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : Rosdakarya,
2006), hIm.65.

29 Burhan Ashofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Rineka Cipta, 2007), him.6.
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5. Teknik Penarikan Kesimpulan

Untuk menyimpulkan, Penulis mengadopsi pendekatan deduktif.
Metode deduktif merupakan pendekatan yang digunakan untuk menarik
kesimpulan dari pembahasan yang telah diteliti. Pendekatan ini melibatkan
penarikan kesimpulan dari prinsip-prinsip umum atau premis yang kemudian
diterapkan pada situasi atau permasalahan yang lebih khusus. Kesimpulan
yang ditarik bersifat khusus dan didasarkan pada prinsip-prinsip umum atau
premis yang telah diidentifikasi. Bahan kajian dalam metode deduktif adalah
fakta-fakta yang ada, dan pendekatan ini bertujuan untuk meraih keinginan
yang disepakati sebelumnya dengan menerapkan logika deduktif untuk
menyimpulkan informasi yang lebih spesifik dari informasi yang lebih
umum.®® Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini membahas mengenai
keabsahan dari perjanjian digital yang menggunakan materai online, serta
menganalisis akibat hukum penggunaan materai online yang dilakukan secara

berulang-ulang terhadap para pihak.

30 Amirudin, Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : PT
Grafindo Persada, 2014), him.18.
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